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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, secara otomatis merubah sistem politik di Indonesia. Hal ini dikarenakan 

salah satu materi dari undang-undang tersebut mengatur pembagian kewenangan 

antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dalam proses seperti itu 

maka pemerintah daerah memiliki ruang bebas untuk berkreatifitas membuat 

kebijakan-kebijakan dengan melibatkan pihak terkait di daerahnya, termasuk 

dalam hal pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung 

baik untuk Gubernur, Bupati atau Walikota secara demokratis berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Proses pemilihan kepala daerah secara langsung telah membuka peluang 

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi baik untuk memilih 

ataupun dipilih. Proses politik ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi dan 

keterlibatan masyarakat untuk menentukan nasib daerahnya dan pada akhirnya 

dapat memperkuat tatanan demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah secara 

langsung oleh rakyat juga akan dapat meningkat kesejahteraan, pelayanan umum 

dan daya saing daerah karena pemerintahan daerah yang terbentuk adalah 

pemerintahan yang dekat dengan rakyatnya. Dengan demikian masyarakat dapat 

berperan dalam jalannya pemerintahan sehari-hari.  

Proses Pilkada ini juga memiliki peranan penting dalam proses penguatan 

demokrasi di tingkat lokal. Walaupun masyarakat telah mempunyai representasi 
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politik melalui pemilihan anggota DPRD, namun representasi politik dalam diri 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangatlah penting. Sebagai lembaga 

eksekutif, justru Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat penting dan 

menentukan dalam proses pemerintahan sehari-hari. Tidak seperti posisi anggota 

DPRD yang bisa dibagi bersama antar pihak yang berkompetisi, posisi Kepala 

Daerah adalah the winner takes all, tidak bisa ditempati bersama antar pihak yang 

berkompetisi. Dengan tidak ada pilihan lain kecuali menang ‘total’ ataukah kalah 

‘total’, pertarungan antar calon beserta kubunya adalah pertarungan ‘zero sum 

game’. Hal inilah yang membuat tensi politik dalam proses Pilkada jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan proses pemilihan anggota DPRD (Pratikno, 2006: 

157). 

Terlepas dari aspek positif tujuan penyelenggaraanya, Pilkada tetap 

menyisakan berbagai persoalan. Pratikno (2006: 158) menyebutkan setidaknya 

ada dua resiko dalam proses Pilkada yang akan menyimpan masalah yang 

berkepanjangan dalam lima tahun selanjutnya pasca Pilkada. Resiko paling kecil 

adalah gugatan dari pihak yang tidak puas terhadap proses Pilkada dan resiko 

yang paling berat adalah ketidakpercayaan terhadap hasil Pilkada yang berarti 

pula deligitimasi terhadap pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pilkada. 

Pilkada yang dibangun diatas sistem multi partai seperti yang terjadi di 

Indonesia juga melahirkan fenomena politik baru yaitu adanya pemerintahan yang 

terbelah (divided government) di daerah. Ini terjadi ketika kekuasaan 

pemerintahan eksekutif (Kepala Daerah) dikuasai oleh satu partai sementara 

kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dikuasai oleh 



3 
 

 
 
    

partai lain. Hingga Desember 2006, dari 290 wilayah yang telah melangsungkan 

Pilkada, menunjukkan sebagian besar (56,9%) daerah ditandai dengan 

pemerintahan yang terbelah. Fenomena divided government ini merupakan 

konsekuensi dari pemilihan langsung, dimana anggota legislatif (DPRD) dan 

Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh pemilih. Fenomena ini kurang terlihat 

dalam sistem pemilihan tidak langsung dimana Kepala Daerah dipilih oleh 

anggota DPRD (Lingkaran Survei Indonesia, 2007: 2) 

Juan Linz dan Arturo Velenzuela dalam The Failure of Presidential 

Democracy: The Case of Latin America (1994) membangun satu tesis menarik 

bahwa presidensialisme yang diterapkan di atas struktur politik multipartai 

cenderung melahirkan konflik antara lembaga Presiden dan parlemen serta akan 

menghadirkan demokrasi yang tidak stabil. Kombinasi tersebut juga akan 

melahirkan Presiden minoritas (minority president) dan pemerintahan terbelah 

(divided government). Kondisi seperti ini akan menyulitkan Presiden untuk 

mendapatkan dukungan politik di parlemen (Hanta Yuda A.R, 2009). 

Tesis ini sudah terbukti selama hampir lima tahun pertama masa 

kepresidenan Yudhoyono. Kebijakan pemerintah kerap diinterpelasi oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. Hak angket dan ancaman penarikan dukungan selalu menjadi 

alat bagi partai untuk bernegosiasi dengan Presiden. Inilah risiko politik yang 

harus dihadapi oleh seorang Presiden yang berkuasa di atas fondasi demokrasi 

presidensial yang dikombinasikan dengan multipartai. Karena itu, siapa pun yang 

menjabat Presiden dalam konstruksi politik seperti ini, akan dibelenggu oleh 

keharusan berkompromi dengan partai-partai di parlemen. 
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Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, ilustrasi dari konflik antara Kepala 

Daerah dengan DPRD seperti yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Selama 

masa pemerintahan, Bupati Ratna Ani Lestari tidak bisa berkonsentrasi dalam 

menjalankan program kerja akibat konflik yang berkepanjangan dengan DPRD. 

Bahkan berkali-kali anggota DPRD berencana memberhentikan (impeach) Bupati. 

Kursi di DPRD mayoritas dikuasai oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari 

45 kursi yang ada, PKB menguasai 16 kursi. Dalam pemilihan kepala daerah, 

Ratna Ani Lestari didukung oleh partai kecil. Dalam kondisi seperti ini berbagai 

program Kepala Daerah bisa diganjal oleh DPRD (Lingkaran Survei Indonesia, 

2007: 5). 

Kota Yogyakarta didapati fenomena menarik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, dimana Walikota H. Herry Zudianto dihadapan dengan dua massa 

periode DPRD yang berbeda, yaitu DPRD hasil Pemilu 2004 dan DPRD hasil 

Pemilu 2009. Dengan demikian tantangan Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintah menjadi lebih berat. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan komposisi 

kursi di DPRD setiap periode Pemilu.  
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Tabel 1 

Nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pilkada 2006 Kota Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten/

Kota 

Nama Pasangan 

Calon 

Parpol/Gabung

an Parpol yang 

Mencalonkan 

Perolehan 

Suara 

Pemungutan 

Suara 

 

 

Kota 

Yogyakarta 

1. dr. Med. Dr. 

Widhiharto P, 

SpFK – H. M. 

Syukri fadholi, 

SH 

 

 

 

PDIP,PKS,PP 

 

69.884 

 

 

 

 

26 

November 

2006 2. H. Herry 

Zudianto SE, 

Akt, MM – Drs. 

H. Haryadi 

Suyuti 

 

 

PAN, Golkar 

 

111.700 

 Sumber: KPUD Kota Yogyakarta 2011 

 

Pemilihan Walikota Kota Yogyakarta dilaksanakan pada 26 November 

2006  dimenangkan oleh pasangan H. Herry Zudianto SE, Akt, MM dan Drs. H. 

Haryadi Suyuti. Pasangan ini diusung oleh koalisi Partai PAN dan Golkar. Koalisi 

yang dijalin antara Partai PAN dengan Golkar terlihat sangat kuat setidaknya 

dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada. Hal ini dibuktikan dengan 

terpilihnya pasangan calon yang diusungnya.  

Subtansi dari Pilkada adalah mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Efektifitas pemerintahan akan terwujud apabila tercipta hubungan yang 

harmonis antara eksekutif (Walikota) dengan legislatif (DPRD). Dengan 

terpilihnya pasangan Herry Zudianto dan Haryadi Suyuti menunjukan bahwa 

kekuasaan eksekutif dipegang oleh Koalisi Partai PAN dengan Golkar sementara 

di DPRD Kota Yogyakarta dikuasai oleh PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PKS, 
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PPP dan Gerindra. Total jumlah kursi Koalisi Partai PAN dan Golkar adalah 10 

Kursi atau 25 % dari jumlah Kursi di DPRD Kota Yogyakarta. 

Tabel 2 

 Komposisi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam DPRD Kota Yogyakarta 

 

DPRD  

Kota 

Yogyakarta 

Total 

Kursi di 

DPRD 

Partai 

kursi 

terbesar 

Kursi Partai 

pemenang 

Pemilu 

legislatif 

Partai 

penyokong 

kepala 

daerah 

Kursi partai 

penyokong 

kepala 

daerah 

2004-2009 35 PDIP 11 PAN dan 

Golkar 

14 

2009-2014 40 PDIP 11 PAN dan 

Golkar 

10 

Sumber: KPUD Kota Yogyakarta 2011 

Melihat komposisi dan kalkulasi kursi, maka koalisi partai pemenang Pilkada kota 

Yogyakarta merupakan partai minoritas di DPRD. Dengan demikian didapati 

fakta dimana Kepala Daerah dan mayoritas kursi di DPRD dikuasai oleh partai 

yang berbeda. Perbedaan ini lantas memunculkan adanya divided government 

dimana ketika kekuasaan pemerintahan eksekutif (Kepala Daerah) dikuasai oleh 

satu partai/koalisi partai sementara kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah/DPRD) dikuasai oleh partai lain. 

Dalam keadaan demikian, sangat menarik menyoroti fenomena divided 

government yang terjadi di pemerintahan Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan 

Kota Yogyakarta dibawah kepemimpinan H. Herry Zudianto, berhasil 

memperoleh berbagai penghargaan. Terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 

sekarang pemerintahan Kota Yogyakarta telah mendapatkan 56 penghargaan di 

berbagai bidang. Diantara penghargaan tersebut diantaranya: 
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1. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (diberikan oleh 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

atas prestasi menjadi 10 Pemerintahan Kabupaten/Kota terbaik berdasarkan 

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2009) 

2. Bung Hatta Anti Corruption Award (diberikan oleh perkumpulan Bung Hatta 

Anti Corruption Award kepada pemerintahan Kota Yogyakarta dibawah 

pimpinan H. Herry Zudianto, yang terus berusaha menumbuhkembangkan 

tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta 

menjadi inspirator bagi terbangungnya upaya pemberantasan korupsi 

dilingkungannya) 

3. People of the Year 2010 (diberikan oleh harian Seputar Indonesia kepada H. 

Herry Zudianto atas kinerja yang berprestasi sebagai kepala daerah) 

Dengan berbagai prestasi yang didapat, kondisi divided government di 

pemerintahan kota Yogyakarta seakan-akan tidak berpengaruh dalam jalannya 

pemerintah. Dalam hal ini maka penting untuk membahas sejauh mana peran serta 

partai koalisi pengusung Walikota dalam menciptakan efektifitas pemerintahan 

serta bagaimana kedudukan, peran dan hubungan yang dibangun antara pihak 

eksekutif (Walikota) dengan partai koalisi pengusung dalam pelaksanaan 

pemerintahan daerah.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Pilkada yang dibangun diatas sistem multi partai seperti yang terjadi di 

Indonesia  melahirkan fenomena politik baru yaitu adanya pemerintahan yang 

terbelah (divided government) di berbagai daerah. 

2. Di kota Yogyakarta didapati dua kekuasaan yang berbeda. Pemerintah 

eksekutif (Kepala Daerah) dikuasai oleh koalisi Partai PAN dan Golkar 

sementara kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) 

dikuasai oleh partai lain. 

3. Perbedaan kekuasaan ini berpotensi menyebabkan konflik antara Kepala 

Daerah dengan DPRD dan membuat kondisi politik lokal yang tidak stabil. 

4. Dalam periode 2006-2011, Walikota Kota Yogyakarta dihadapan dengan dua 

periode DPRD yang berbeda, yaitu DPRD hasil Pemilu 2004 dan DPRD 

Pemilu 2009. Hasil dari Pemilu tersebut merubah komposisi perolehan kursi di 

DPRD. Dengan demikian tantangan Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintah menjadi lebih berat. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(UU Pemda), paling tidak terdapat tiga hubungan antara DPRD dengan Kepala 

Daerah: Pertama, hubungan dalam konteks legislasi. Hubungan antara kedua 

lembaga negara di sini adalah pada saat membuat Peraturan Daerah (Perda). 
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Kedua, hubungan dalam konteks anggaran. Semua urusan pemerintahan di daerah 

didanai oleh APBD. APBD tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD 

karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah (Pasal 179) dalam 

melakukan pelayanan publik dalam masa satu tahun anggaran. Kendati eksekutif 

(Kepala Daerah) memiliki hak untuk membuatnya, tidak berarti harus menafikan 

DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama (Pasal 181). Dengan demikian 

keterlibatan DPRD di sini adalah membahas atau memberikan persetujuan atas 

rancangan APBD yang dibuat oleh eksekutif (Pasal 42 b). Walaupun pada 

akhirnya, eksekutif merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah (Pasal 156 ayat 1). Ketiga, hubungan dalam konteks pengawasan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebenarya merupakan manifestasi dari 

mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi. Penelitian ini 

menggunakan tiga hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah seperti yang 

telah dijelaskan diatas untuk melihat sejauh mana peran serta/kontribusi koalisi 

Partai PAN dan Golkar dalam menciptakan efektifitas jalannya pemerintahan kota 

Yogyakarta.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana interaksi dan kontribusi koalisi Partai PAN dan Golkar dengan 

Walikota di pemerintahan Kota Yogyakarta dalam kontek legislasi, anggaran 

dan pengawasan ? 
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2. Bagaimana implikasi divided government terhadap efektifitas jalannya 

pemerintahan di Kota Yogyakarta? 

3. Bagaimana strategi politik Walikota untuk mengatasi adanya divided 

government dalam pemerintahan kota Yogyakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi dan kontribusi koalisi Partai PAN dan Golkar dengan 

Walikota di pemerintahan Kota Yogyakarta dalam kontek legislasi, anggaran 

dan pengawasan. 

2. Mengetahui implikasi divided government terhadap efektifitas jalannya 

pemerintahan di Kota Yogyakarta 

3. Mengetahui strategi politik Walikota untuk mengatasi adanya divided 

government dalam pemerintahan kota Yogyakarta 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Toritis 

Penelitian ini mencoba mengungkap kontribusi koalisi Partai PAN dan 

Golkar dalam menciptakan efektifitas jalanya pemerintahan. Oleh karena itu hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu 
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pengetahuan dan dapat turut serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu 

khususnya di bidang politik.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk berlatih berfikir 

kritis terutama dalam melihat tata kelola pemerintahan. Selain itu juga sebagai 

wahana untuk menerapkan teori yang sudah didapat didalam bangku kuliah 

sebagai acuan analisis terhadap keadaan objek dan fenomena politik. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang komprenhensif bagi 

pembaca dalam melihat efektifitas jalannya pemerintahan. 

 

G. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka 

peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul 

penelitian. Untuk itu perlu diberi definisi istilah dalam hal-hal sebagai berikut : 

1. Efektifitas pemerintahan daerah adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

tercapainya tujuan pemerintahan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala 

Daerah yang ditawarkan dalam Pilkada. Untuk dapat efektif dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah harus mampu 

meyakinkan DPRD untuk menyetujui berbagai rancangan kebijakan. 

Disamping itu agar efektif dalam melaksanakan pemerintahan daerah 

(melaksanakan berbagai kebijakan), Kepala Daerah memerlukan dukungan 

dari DPRD. Persetujuan dan dukungan tersebut antara lain ditentukan oleh 

mitra-mitra partai di DPRD. Dalam penelitian ini ingin mengetahui sejauh 
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mana interaksi dan kontribusi koalisi Partai PAN dan Golkar selaku koalisi 

partai pemenang Pilkada dengan Walikota di pemerintahan Kota Yogyakarta 

yang dilihat dalam kontek legislasi, anggaran dan pengawasan. 

2. Koalisi ialah kerja sama antara beberapa partai politik untuk meraih tujuan 

politik. Firmanzah (2006: 78) melihat koalisi sebagai struktur yang tidak tetap 

dan sangat labil. Artinya ketika kepentingan dan tujuan politik sudah tidak 

sama lagi, koalisi tersebut biasanya pecah. Koalisi yang baik adalah koalisi 

dengan partai lain yang memiliki kesamaan ideologis. Semakin sama ideologi 

politiknya semakin awet koalisi yang terbentuk dan begitu juga sebaliknya. 

Terkait dengan penelitian ini partai Golkar dan PAN menjalin koalisi dalam 

rangka mencalonkan pasangan Herry Zudianto dan Haryadi Suyuti sebagai 

calon Walikota Kota Yogyakarta periode 2006-2011.   

3. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah 

Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah     

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam kamus umum bahasa Indonesia,   

penyelenggaraan diartikan sebagai sebuah proses, cara menyelenggarakan. 

Kaitan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah bagaimana proses organ-organ pemerintah yang 

mencakup kekuasaan eksekutif yaitu Walikota dan kekuasaan legislatif 
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diwakili oleh partai koalisi pemenang Pilkada Kota Yogyakarta dalam 

menjalankan pemerintahan daerah.  

4. Dalam periode 2006-2011, Walikota Kota Yogyakarta dihadapan dengan dua 

DPRD yang berbeda, yaitu DPRD hasil Pemilu 2004 dan DPRD Pemilu 2009. 

Dalam Pemilu tersebut otomatis merubah komposisi jumlah kursi di DPRD itu 

sendiri. Dengan demikian tantangan Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintah menjadi lebih berat. 

Jadi dapat dirumuskan bahwa dengan jumlah kursi koalisi Partai PAN dan Golkar 

selaku pemenang Pilkada Kota Yogyakarta tidak mayoritas dalam DPRD hal ini 

menciptakan kondisi pemerintahan terbelah atau biasa disebut dengan istilah 

divided government.  Divided government ini sangat berpotensi menimbulkan 

konfik antara pihak pemerintah/Walikota dengan parlemen/DPRD. Apabila 

sampai terjadi konflik politik yang berkepanjangan, tentunya berbagai program-

program pembangunan didaerah mengalami kendala. Berangkat dari sinilah, 

penelitian ini dilakukan dan dimaksudkan untuk mencari implikasi dan kontribusi 

koalisi Partai PAN dan Golkar selaku partai pengusung dan pemenang Pilkada 

terhadap efektifitas jalannya pemerintahan di Kota Yogyakarta.   

 


